Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Diwujudkan Presiden Prabowo,
KIARA: Tantangan Baru Bagi Keberlanjutan Pesisir dari Presiden Baru!

Jakarta, 1 Agustus 2025 - Presiden Prabowo Subianto telah melanjutkan berbagai upaya hilirisasi
yang dimulai oleh mantan Presiden Joko Widodo. Saat ini, upaya yang digencarkan Presiden
Prabowo Subianto adalah percepatan hilirisasi sumber daya yang dituangkan dalam Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan
Ketahanan Energi Nasional. Satuan Tugas (Satgas) ini berada langsung di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden. Satgas ini tidak hanya berperan dalam penyelesaian masalah terkait
kebijakan dan peraturan, tetapi juga dalam memfasilitasi terwujudnya proyek-proyek strategis yang
mendukung sektor energi."”

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyebutkan bahwa upaya
mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional yang dilakukan dengan percepatan
hilirisasi sumber daya alam adalah tantangan sekaligus ancaman baru bagi keberlanjutan ekologis
dan juga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama nelayan
tradisional. “Hilirisasi sumber daya alam untuk kemandirian dan ketahanan energi diwujudkan
melalui perluasan dan masifnya pertambangan nikel serta pembangunan infrastruktur yang
mendukung pertambangan nikel. Selain itu juga terwujud dalam pertambangan pasir kuarsa atau
pasir silika sebagai bentuk hilirisasi untuk mendukung industri kaca serta industri kaca panel surya.
Sudah banyak contoh nyata yang memperlihatkan dampak sosial-ekologis dari kedua jenis
pertambangan tersebut di Indonesia. Korban yang terdampak hanya 2, yaitu alam yang hancur dan
masyarakat di lingkar tambang,” tegas Susan.

KIARA mencatat bahwa keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk percepatan hilirisasi sumber
daya alam demi mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional dapat dilihat dari
ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi
dan Ketahanan Energi Nasional. Dalam pertimbangannya, pembentukan satuan tugas percepatan
hilirisasi dan ketahanan energi nasional tersebut adalah sebagai penyelaras kebijakan, penyediaan
lahan, penyelesaian pemberian perizinan berusaha, dan penyelesaian berbagai hambatan secara
terkoordinasi lintas kewenangan antar-kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. Jika
ditelisik lebih jauh, tujuan dibentuknya Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional
tersebut adalah untuk mewujudkan dua hal, yaitu: 1) percepatan hilirisasi di bidang mineral
dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan
untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri; dan 2) percepatan ketahanan energi
nasional melalui ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri baik yang
berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, ketenagalistrikan, serta energi baru dan
terbarukan.

KIARA mencatat bahwa terdapat berbagai ancaman bagi keberlanjutan ekologi dan masyarakat
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pesisir dan pulau-pulau kecil dalam tugas Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi
Nasional yaitu: 1) memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki
potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional; 2) merekomendasikan
penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta
perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan
ketahanan energi nasional; 3) memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan
(debottlenecking) yang menjadi kendala; 4) melaksanakan percepatan penyelesaian
permasalahan hukum; dan 5) memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan
kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat
percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

“Jika kita membaca struktur Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini, dari
Ketua hingga Anggotanya merupakan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan khusus di
sumber daya alam, pembangunan, ekonomi, bahkan terdapat Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian.
Sedangkan tidak merinci lebih lanjut terkait susunan sekretariat dari Satgas Percepatan Hilirisasi
dan Ketahanan Energi Nasional ini. Akan tetapi KIARA mendapat informasi jika terdapat elemen
perwakilan organisasi masyarakat sipil khususnya nelayan yang tergabung dalam posisi strategis di
Sekretariat Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini,” jelas Susan

“Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga bersama pimpinan organisasi masyarakat sipil menjadi
ancaman nyata yang melegitimasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Satgas Percepatan
Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Selain itu, percepatan hilirisasi ini dapat membuat
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya nelayan tradisional hanya sebagai penonton
sekaligus korban. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai izin usaha pertambangan mineral dan
batubara, minyak dan gas yang dikeluarkan Menteri ESDM seperti yang terjadi di Pulau Wawonii,
Pulau Obi, Pulau Gag untuk pertambangan nikel, Pulau Rempang untuk pertambangan pasir kuarsa
atau pasir silika, serta hilirisasi pertambangan pasir laut dengan dalih pengelolaan hasil sedimentasi
yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Percepatan hilirisasi dan ketahanan energi
tanpa adanya kajian ilmiah yang independen telah jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian
dan prinsip partisipasi bermakna yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. KIARA melihat
tujuan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang di dalamnya terdapat kerja
sama Pemerintah dan pimpinan organisasi masyarakat sipil adalah untuk semakin melegalkan
perampasan ruang darat dan laut di Indonesia atas nama Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan
Energi Nasional.” pungkas Susan.(*)
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